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Abstract 
This study aims to analyze in depth the implementation of management accounting 

and its impact on financial performance at the Department of Cooperatives and Micro 

Enterprises (DKUM) of Depok City. Management accounting plays a vital role in 

enhancing effectiveness, efficiency, and accountability in public financial 

management, especially within local government institutions that emphasize 

transparency and responsibility in budget utilization. The study employs a descriptive 

qualitative method with a case study approach, using data obtained from financial 

reports and the 2024 Government Agency Performance Accountability Report 

(LAKIP). The results show that the implementation of management accounting at 

DKUM Depok City has been relatively effective, as indicated by a budget realization 

rate of 92.72% and an increase in SAKIP scores from 70.85 to 71.05. These 

improvements reflect better efficiency, effectiveness, and transparency in regional 

financial management. However, several challenges were identified, including limited 

skilled human resources and suboptimal integration of financial information systems 

across departments. Despite these limitations, the structured application of 

management accounting has proven to support planning, controlling, and evaluating 

performance-based budgeting. Moreover, it strengthens internal control, enhances 

budget discipline, and upholds the value-for-money principle, contributing to better 

governance and improved public service quality within the local government context. 

Keywords:  Management Accounting, DKUM, Financial Performance, Accountability, 

Public Sector 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan 

akuntansi manajemen terhadap kinerja keuangan pada Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok. Akuntansi manajemen memiliki peranan 

penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas 

pengelolaan keuangan publik, terutama dalam instansi pemerintah daerah 

yang menuntut transparansi dan tanggung jawab atas penggunaan anggaran. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus, di mana data diperoleh melalui laporan keuangan dan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi manajemen di DKUM 

Kota Depok telah berjalan cukup optimal, ditunjukkan dengan tingkat 

realisasi anggaran sebesar 92,72% serta peningkatan nilai SAKIP dari 70,85 

menjadi 71,05. Peningkatan ini menggambarkan adanya perbaikan dalam 

efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Meski 

demikian, penelitian juga menemukan kendala berupa keterbatasan sumber 

daya manusia yang kompeten dan belum optimalnya integrasi sistem 

informasi keuangan antar bidang. Walaupun terdapat hambatan tersebut, 

penerapan sistem akuntansi manajemen yang terstruktur terbukti kemudian 

mampu membantu proses perencanaan, pengendalian, serta evaluasi anggaran 

berbasis kinerja. Selain itu, akuntansi manajemen juga memperkuat fungsi 

pengawasan internal, meningkatkan disiplin pelaksanaan anggaran, serta 

mendukung prinsip value for money dalam tata kelola pemerintahan yang 

baik dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. 

Kata Kunci: Akuntansi manajemen, DKUM, Kinerja keuangan, Efisiensi 

anggaran,Akuntabilitas publik. 
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PENDAHULUAN 
Kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan 

adanya ketidakstabilan dan disparitas yang cukup signifikan antar daerah, terutama dalam hal 

ketergantungan terhadap dana transfer pusat, rendahnya kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta 

masalah efektivitas dan efisiensi belanja publik. Akibatnya, banyak pemerintah daerah mengalami 

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan lokal secara berkelanjutan. 

Dalam konteks otonomi daerah, tuntutan agar pemerintah daerah mampu menunjukkan pengelolaan 

keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil semakin meningkat, seiring dengan 

ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan. Di sisi lain, regulasi 

terkait pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menuntut adanya penguatan sistem 

manajemen keuangan, termasuk penerapan akuntansi manajemen yang efektif (Hijrianti et al., 2025) 

Penerapan akuntansi manajemen di instansi pemerintah daerah memiliki peran penting dalam 

mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Melalui sistem 

akuntansi manajemen, proses perencanaan, pengendalian biaya, serta evaluasi kinerja dapat dilakukan 

secara lebih terarah dan terukur, sehingga membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan 

penggunaan sumber daya yang terbatas serta meningkatkan transparansi kepada masyarakat (Santoso et 

al., 2024). Selain itu, akuntansi manajemen juga berfungsi dalam perencanaan strategi, penyediaan 

informasi biaya, penilaian investasi, penyusunan anggaran, penetapan tarif pelayanan, serta penilaian 

kinerja organisasi (Hantono et al., 2021). 

Koperasi secara legal tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah "badan usaha yang anggotanya adalah 

orang perseorangan atau badan hukum lainnya, dengan dasar kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi, 

serta sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan atas prinsip kekeluargaan.". Definisi ini 

menekankan bahwa koperasi bukan sekedar entitas ekonomi, tetapi juga sebuah social yang bertujuan 

membangun solidaritas dan keadilan social ditengan masyawakat. Koperasi dibentuk berdasarkan 

prinsip-prinsip kebersamaan,demokrasi ekonomi, dan partisipasi anggota. Ia lahir dari kebutuhan kolektif 

untuk memperkuat posisi ekonomi masyarakat kecil yang selama ini sering terpinggirkan dalam system 

ekonomi kapitalistik. Melalui koperasi, para anggotanya dapat memperoleh akses terhadap sumber daya 

ekonomi, seperti modal, pasar, dan pelatihan yang sulit diakses secara individu. 

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan bagian penting dalam perekonomian 

nasional. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan pekerjaan, memperluas kesempatan kerja, 

serta mengurangi kemiskinan. UMKM dijalankan oleh individu atau kelompok dengan ukuran kecil 

hingga menengah, baik dari segi modal, pendapatan, maupun jumlah karyawan. Menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

individu atau badan usaha pribadi. Syarat usaha mikro termasuk nilai aset bersih maksimal Rp 50 juta, 

tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, atau pendapatan tahunan maksimal Rp 300 juta. 

Penelitian oleh Gyamera et. al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan layanan akuntansi 

manajemen dapat meningkatkan hasil keuangan UMKM secara signifikan. Namun studi Yla-Kujala dan 

tim tahun 2023 menemukan bahwa sekitar 78% usaha kecil mengalami kesulitan dalam menerapkan 

akuntansi manajemen. Oleh karena itu, kajian skoping menjadi penting untuk memahami seberapa besar 

pengaruh akuntansi manajemen terhadap kinerja keuangan UMKM dan metode identifikasi serta hasil 

penelitian di berbagai daerah. Selain itu, review skoping juga bertujuan untuk membuat peta literatur 

yang menunjukkan perbedaan dan ketidaksesuaian hasil penelitian sebelumnya, serta memberikan arahan 

untuk penelitian selanjutnya, termasuk penelitian tentang peran teknologi informasi dalam mendukung 

akuntansi manajemen. Dengan demikian, tinjauan skoping ini tidak hanya meningkatkan pemahaman 

teoritis dan empiris, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi para pelaku usaha dan pemangku 

kebijakan dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan UMKM melalui penerapan akuntansi 

manajemen (Kholidah et al., 2025). 

Budi N (2023) menyatakan bahwa penerapan akuntansi manajemen, terutama dalam sistem 

penganggaran, pengukuran kinerja, dan akuntansi manajemen strategis, memiliki dampak positif dan 

signifikan terhadap kinerja UMKM di kawasan JABODETABEK, Indonesia. Dari 185 kuesioner yang 

terkumpul, analisis menggunakan metode Partial Least Squares (PLS) menunjukkan bahwa literasi 

teknologi dan ketersediaan sumber daya keuangan dapat memperkuat hubungan antara praktik akuntansi 
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dan kinerja usaha. Meskipun demikian, pada kenyataannya, kedua variabel tersebut tidak menunjukkan 

pengaruh signifikan. Hal ini menandakan bahwa UMKM masih menghadapi hambatan dalam 

memanfaatkan teknologi dan sumber daya keuangan untuk meningkatkan kinerja mereka (Kholidah et 

al., 2025).  

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok memiliki peran strategis sebagai instansi yang 

mengelola dan memberdayakan usaha mikro sekaligus memperkuat kelembagaan koperasi di 

wilayahnya. Walaupun telah menunjukkan kemajuan dalam aspek pengelolaan, praktik manajemen 

keuangan di dinas ini belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi 

manajemen menjadi krusial dalam membantu manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, serta 

evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana publik (Gustami et al., 2024). Melalui 

penerapan akuntansi manajemen yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan dapat terukur 

kinerjanya, memiliki dasar pengambilan keputusan yang rasional, serta mendukung peningkatan 

akuntabilitas dan transparansi keuangan instansi. 

Meski demikian, masih terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat pencapaian value for 

money dalam pengelolaan anggaran publik. Beberapa di antaranya meliputi efektivitas penggunaan 

anggaran yang belum optimal karena tumpang tindih kegiatan, kurangnya pemantauan dan evaluasi 

berkelanjutan, serta pengukuran kinerja yang masih berfokus pada output kuantitatif tanpa 

mempertimbangkan outcome program. Tantangan lain muncul dalam penerapan prinsip efisiensi dan 

ekonomi akibat keterbatasan integrasi data biaya program, sehingga pengendalian anggaran sering 

dilakukan setelah pembelanjaan terjadi (Diva et al., 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun 

regulasi dan kebijakan sudah tersedia, implementasi akuntansi manajemen serta sistem pengendalian 

intern masih perlu diperkuat agar pengelolaan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok 

lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. 

Penerapan akuntansi manajemen terbukti relevan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi 

pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada instansi pemerintah seperti Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Depok. Dalam konteks akuntansi manajemen, sistem pelaporan yang transparan dan berbasis 

akuntabilitas dinilai memperkuat fungsi pengendalian dan perbaikan kinerja lembaga (Qisthy et al., 

2025). Dengan sistem akuntansi manajemen yang baik, pemerintah daerah dapat menjelaskan secara 

sistematis penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya, sehingga mendorong akuntabilitas yang 

lebih tinggi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu, akuntansi manajemen 

menyediakan informasi yang jelas dan terukur untuk pengambilan keputusan, yang memudahkan 

evaluasi kinerja keuangan secara lebih akurat, sehingga tercapai efisiensi dalam pengelolaan keuangan 

daerah.  

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik akuntansi manajemen di level UMKM 

masih belum optimal, khususnya dalam pengendalian biaya, penyusunan anggaran, dan pemanfaatan 

informasi manajerial (Rani et al., 2023). Sementara itu, studi yang lain menemukan bahwa akuntabilitas 

daerah, besaran belanja, dan ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan, namun 

peningkatan belanja tidak selalu diikuti perbaikan kinerja akibat lemahnya efisiensi dan efektivitas 

anggaran (Destiani et al., 2025). Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya pada Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Depok, unit kerja yang membina UMKM dan koperasi dengan mengintegrasikan 

analisis penerapan akuntansi manajemen terhadap kinerja keuangan secara komprehensif. Penelitian ini 

diharapkan memberikan kontribusi empiris baru, mengingat masih minimnya kajian yang membahas 

keterkaitan kedua aspek tersebut secara mendalam pada tingkat dinas yang berperan strategis dalam 

pengembangan ekonomi lokal, khususnya di wilayah perkotaan seperti Depok. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama yang berkaitan dengan 

penerapan akuntansi manajemen di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Pertama, bagaimana 

penerapan akuntansi manajemen dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2024, meliputi 

proses perencanaan, pengendalian, serta pelaporan keuangan?. Kedua, apa saja kendala dan faktor 

pendukung yang dihadapi dalam penerapan akuntansi manajemen di lingkungan Dinas, serta bagaimana 

solusi strategis yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan instansi?. Ketiga, sejauh 

mana penerapan akuntansi manajemen berpengaruh terhadap efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas 

kinerja keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok sebagai bagian dari upaya mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil?. 

  Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan akuntansi manajemen pada Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, serta mengevaluasi pengaruh penerapan akuntansi manajemen 

terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan dinas tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk 
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mengidentifikasi kendala maupun peluang yang muncul dalam penerapan akuntansi manajemen, 

sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat 

penerapan akuntansi manajemen sehingga mendukung kinerja keuangan dinas yang berorientasi pada 

prinsip value for money. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pada 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok. Pendekatan ini bertujuan untuk 

menggambarkan fenomena penerapan akuntansi manajemen secara sistematis, faktual, dan mendalam 

berdasarkan data yang tersedia (Sugiyono, 2023). Melalui studi kasus, peneliti dapat memahami secara 

komprehensif konteks dan dinamika penerapan akuntansi manajemen dalam pengelolaan keuangan 

daerah, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan anggaran publik. 

Objek penelitian adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, yang memiliki peran 

strategis dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro serta penguatan kelembagaan koperasi di tingkat 

daerah. Menurut Afkar (2025), objek dalam penelitian kualitatif dapat berupa individu, kelompok, 

organisasi, atau fenomena tertentu yang menjadi fokus kajian. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan 

pada implementasi akuntansi manajemen terhadap kinerja keuangan dan efektivitas pengelolaan 

anggaran publik di lingkungan DKUM Kota Depok. 

Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari berbagai dokumen resmi dinas seperti 

laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 

2024. Sesuai pendapat (Sugiyono, 2022) teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat 

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi 

dan studi literatur digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik akuntansi 

manajemen, mekanisme penganggaran, serta pencapaian kinerja keuangan di DKUM. 

Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara 

mendeskripsikan, menelaah, dan menginterpretasikan data sekunder yang diperoleh. Analisis ini 

bertujuan untuk memahami bagaimana akuntansi manajemen diterapkan dalam pengelolaan keuangan 

daerah, serta menilai sejauh mana penerapan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas, 

efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran publik. 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Penerapan akuntansi manajemen di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok 

diawali melalui proses perencanaan anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting). Sistem 

ini menuntut agar setiap kegiatan dan program memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang terukur dan 

dikaitkan langsung dengan sasaran strategis. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota 

Depok Tahun 2024, DKUM menetapkan indikator seperti jumlah pelatihan wirausaha baru (WUB), 

peningkatan jumlah koperasi aktif, serta peningkatan daya saing UMKM lokal. Setiap indikator disertai 

target output dan outcome yang digunakan sebagai dasar perencanaan alokasi anggaran tahunan. 

Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan diarahkan untuk menghasilkan 

manfaat nyata bagi masyarakat pelaku usaha mikro. Selain itu, DKUM menerapkan prinsip partisipatif 

dengan melibatkan bidang-bidang terkait dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta 

menyesuaikan dengan prioritas pembangunan ekonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Strategis (Renstra) Kota Depok 2021–2026. Hal ini menunjukkan penerapan akuntansi manajemen tidak 

hanya terbatas pada aspek teknis penganggaran, tetapi juga mencakup aspek strategis dan koordinatif 

lintas unit kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Depok Tahun 2024, diketahui bahwa realisasi belanja mencapai 92,72% dari anggaran yang telah 

ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran berjalan 

cukup efisiensi karena terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), yang berarti pengeluaran 

belanja lebih kecil dibandingkan dengan anggaran. Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 

penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin senilai Rp 793.400.000 serta persediaan barang 

senilai Rp 5.596.400. Dari sisi pengawasan, Dinas juga menindaklanjuti hasil review Inspektorat Daerah 

Kota Depok dan temuan BPK Provinsi Jawa barat, antara lain terkait penghapusan aset yang tidak 

memiliki fisik serta pembayaran pajak kendaraan dinas yang masih terhutang. Tindak lanjut tersebut 
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sudah dilakukan melalui surat resmi kepada Dinas Keuangan Daerah dan Wali Kota Depok, yang 

menunjukkan adanya komitmen dalam menegakkan akuntabilitas keuangan. 

Lebih lanjut, berdasarkan tabel Nilai SAKIP Perangkat Daerah se-Kota Depok, Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro menunjukkan peningkatan kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, 

dinas ini memperoleh nilai sebesar 70,85 dengan kategori BB (Baik), kemudian meningkat menjadi 

71,05 pada tahun 2024 dengan kategori yang sama. Meskipun peningkatannya relatif kecil, hal ini 

menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja, terutama dalam aspek 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kerja. Kategori BB menandakan bahwa Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro telah memiliki tata kelola kinerja yang baik, namun masih diperlukan 

penguatan dalam inovasi program, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kualitas pelayanan 

terhadap pelaku koperasi dan usaha mikro. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya hubungan yang 

kuat antara penerapan akuntansi manajemen, perencanaan berbasis kinerja, dan pencapaian output 

program. Hal tersebut menegaskan bahwa akuntansi manajemen berperan sebagai instrumen penting 

dalam mendukung sistem pengendalian dan evaluasi kinerja sektor publik. Dengan demikian, penerapan 

akuntansi manajemen tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, tetapi juga memperkuat 

akuntabilitas publik serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan 

berorientasi hasil.   

Hasil tersebut menguatkan temuan (Sriyono et al., 2024) bahwa akuntansi sektor publik tidak 

hanya berfokus pada aspek pengendalian biaya, tetapi juga berperan dalam menjamin kepatuhan terhadap 

regulasi, transparansi keuangan, serta peningkatan kepercayaan publik melalui penyajian laporan yang 

akurat, relevan, dan dapat diaudit. Dengan adanya tindak lanjut terhadap hasil audit dan review oleh 

Inspektorat Daerah maupun BPK Jawa Barat, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok 

menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal telah berjalan secara efektif dan mendukung terciptanya 

tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Selain itu, keberhasilan DKUM dalam melaksanakan program 

prioritas seperti pengembangan koperasi modern, pelatihan kewirausahaan, dan fasilitasi pembiayaan 

bagi UMKM memperkuat bukti bahwa penerapan akuntansi manajemen yang baik berkontribusi 

terhadap efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian output kinerja. Hal ini menegaskan bahwa 

akuntansi manajemen berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas 

publik, dan perencanaan berbasis kinerja di sektor publik. 

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Santoso et al., 2024) yang mengungkapkan bahwa 

penerapan akuntansi manajemen pada organisasi publik memiliki peran penting dalam meningkatkan 

efektivitas pencapaian program kerja pemerintah. Hal ini terjadi karena akuntansi manajemen 

menyediakan informasi yang relevan dan terukur yang dapat digunakan dalam proses perencanaan, 

pengendalian, serta evaluasi kinerja setiap unit kerja. Dengan adanya penerapan sistem tersebut, 

organisasi publik dapat melakukan penilaian yang lebih objektif terhadap pelaksanaan program, 

mengidentifikasi kelemahan, serta merancang strategi perbaikan yang berorientasi pada hasil 

(performance-based management). Selain itu, temuan penelitian (Qisthy et al., 2025) turut memperkuat 

hasil tersebut dengan menekankan pentingnya penerapan pengelolaan anggaran berbasis kinerja pada 

tingkat dinas pemerintah daerah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya 

berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana publik, tetapi juga berperan besar dalam 

mendorong transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Setiap satuan kerja dituntut 

untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang berfokus pada hasil dan dampak yang dicapai, bukan 

sekadar pada jumlah anggaran yang terserap. Dengan demikian, setiap pengeluaran pemerintah dapat 

diukur kontribusinya terhadap manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, sehingga proses penganggaran 

menjadi lebih terarah dan berorientasi pada hasil. Integrasi antara penerapan akuntansi manajemen dan 

penganggaran berbasis kinerja mampu menciptakan landasan yang kuat dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Melalui sistem ini, para pimpinan instansi publik dapat 

mengambil keputusan yang lebih rasional dan berbasis pada data kinerja yang akurat. Di sisi lain, 

masyarakat juga memperoleh akses untuk menilai sejauh mana efektivitas serta efisiensi pelaksanaan 

program pemerintah. Dengan adanya sinergi tersebut, organisasi publik dapat lebih bertanggung jawab, 

transparan, dan fokus pada pencapaian hasil yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan serta 

kesejahteraan masyarakat secara luas. 

  Hasil penelitian ini konsisten dengan berbagai studi sebelumnya yang menegaskan bahwa 

penerapan akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kinerja keuangan dan akuntabilitas instansi pemerintah. Temuan ini diperkuat oleh (Faisal et 

al., 2025) dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi, yang membuktikan bahwa penerapan akuntansi sektor publik 
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dan pengawasan internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, dengan 

kontribusi sebesar 68,2% terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Mereka 

menegaskan bahwa semakin baik kualitas informasi manajerial yang dihasilkan sistem akuntansi, maka 

semakin efektif pula proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya publik. Kondisi 

tersebut sejalan dengan praktik di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, di 

mana penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berkontribusi pada 

peningkatan efisiensi, transparansi, dan ketepatan pelaporan keuangan. Melalui sistem ini, 

aktivitas keuangan dapat dipantau secara real time, sehingga memperkuat prinsip akuntabilitas 

publik dan mendukung penerapan good governance sebagaimana dijelaskan oleh Faisal et al. 

(2025). Capaian kinerja DKUM yang meningkat dari 70,85 menjadi 71,05, disertai realisasi 

anggaran 92,72 %, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan secara efisien dan 

efektif. Selain itu, penerapan akuntansi manajemen berperan penting dalam mewujudkan 

prinsip value for money, yaitu keseimbangan antara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam 

pengelolaan sumber daya publik. Prinsip ini tercermin pada meningkatnya dukungan fasilitas 

serta pendampingan bagi pelaku koperasi dan UMKM di Kota Depok yang menjadi fokus 

utama program DKUM, sehingga menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi manajemen 

tidak hanya berdampak pada efisiensi finansial, tetapi juga pada peningkatan kinerja pelayanan 

publik. 

Konsistensi temuan ini juga terlihat bila dibandingkan dengan hasil studi yang 

dilakukan oleh (Santoso et al., 2024), yang menyatakan bahwa pengelolaan anggaran berbasis 

kinerja serta penggunaan indikator kinerja keuangan yang transparan mampu memperkuat 

penerapan good governance di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam konteks DKUM Kota 

Depok, penerapan prinsip tersebut tercermin dari tindak lanjut terhadap temuan audit Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan upaya perbaikan administrasi aset serta penyelesaian 

kewajiban pajak. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen nyata dari instansi 

dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas publik. 

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat sejumlah 

kendala yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu tantangan utama terletak pada 

keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi sistem akuntansi serta 

kemampuan analisis terhadap data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

strategis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas penerapan akuntansi manajemen tidak 

hanya ditentukan oleh keberadaan sistem yang baik, tetapi juga bergantung pada kompetensi 

aparatur dan budaya organisasi yang mendukung penerapan prinsip transparansi serta tanggung 

jawab kinerja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Hiola & Mahmud, 2024), yang 

menekankan pentingnya faktor kapasitas SDM dan komitmen organisasi dalam keberhasilan 

implementasi akuntansi manajemen di sektor publik. 

Efisiensi penggunaan anggaran meningkat karena sistem pelaporan berbasis kinerja 

memungkinkan evaluasi secara real-time terhadap pemanfaatan dana, sehingga belanja yang 

tidak produktif dapat diminimalkan. Selain itu, mekanisme ini juga mendorong setiap unit kerja 

untuk lebih disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan program, karena setiap kegiatan harus 

disertai indikator hasil yang jelas dan terukur. Dengan demikian, proses pengelolaan keuangan 

tidak semata berfokus pada tingkat penyerapan anggaran, melainkan juga pada pencapaian 

manfaat yang nyata bagi masyarakat. Penerapan sistem tersebut turut memperkuat fungsi 

pengawasan internal, sebab setiap tahapan kegiatan dapat dipantau dan dievaluasi berdasarkan 

capaian kinerja. Transparansi laporan keuangan pun meningkat karena data yang disajikan 

bersumber dari hasil pengukuran kinerja yang objektif dan dapat diverifikasi. Kondisi ini 

menjadikan proses pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis data (data-driven decision 

making), sekaligus mengurangi potensi terjadinya penyimpangan atau penggunaan dana yang 

tidak sesuai dengan tujuan program. Secara keseluruhan, penerapan akuntansi manajemen 

berbasis kinerja tidak hanya menghasilkan efisiensi anggaran, tetapi juga menciptakan 

lingkungan kerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Hal ini menunjukkan 
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bahwa efektivitas kebijakan keuangan daerah dapat tercapai ketika sistem akuntansi 

mendukung perencanaan strategis serta evaluasi yang berkelanjutan. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa penerapan 

akuntansi manajemen di instansi pemerintah daerah, termasuk DKUM Kota Depok, 

berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, efektivitas 

pelaksanaan program, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini juga 

memperluas literatur mengenai akuntansi manajemen sektor publik di tingkat pemerintahan 

daerah, terutama dalam konteks pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja. Lebih lanjut, 

penerapan akuntansi manajemen yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan evaluasi 

kinerja menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan di DKUM Kota Depok telah 

bergerak menuju tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil (result-

oriented management). Kondisi ini sekaligus menjadi pondasi penting bagi peningkatan kinerja 

keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan. 

Akuntansi, jika dilihat dari perspektif proses kegiatannya, dapat diartikan sebagai 

rangkaian kegiatan pengelompokan, peringkasan, dan pencatatan data, yang bertujuan 

menghasilkan informasi yang berguna.   Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian untuk mencapai tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 

(Fauziah, 2020).  

Akuntansi manajemen adalah informasi keuangan yang dibuat oleh manajemen melalui 

berbagai proses atau kegiatan perusahaan atau organisasi, dengan tujuan untuk membantu 

pengambilan keputusan ekonomi serta menjalankan berbagai fungsi manajerial. Akuntansi 

manajemen adalah sistem pelaporan keuangan yang dibuat dengan tujuan memberikan 

informasi penting kepada pihak internal perusahaan atau manajemen sebagai dasar dalam 

membuat keputusan. Informasi yang dihasilkan mencakup berbagai kebijakan internal yang 

tidak diberitahukan kepada pihak eksternal perusahaan ((Hariyani, 2018) . Akuntansi 

manajemen (management accounting) merupakan proses dalam mengidentifikasi, mengukur, 

mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menafsirkan, serta menyampaikan informasi 

keuangan maupun non keuangan yang bermanfaat bagi manajemen dalam melaksanakan fungsi 

perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja. 

Sistem akuntansi manajemen merupakan cabang dari akuntansi yang berfokus pada 

penyediaan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pihak internal organisasi, terutama 

manajemen, dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sistem ini 

berfungsi sebagai mekanisme formal yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan 

data keuangan dan nonkeuangan yang dapat digunakan oleh manajer guna meningkatkan efektivitas 

operasional organisasi (Haslindah et al., 2020). 

Komponen utama akuntansi manajemen terdiri dari beberapa elemen penting yang berperan 

dalam membantu manajemen menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, 

dan evaluasi kinerja organisasi. diantaranya yaitu: 

1. Penganggaran (budgeting), yaitu proses perencanaan keuangan yang bertujuan untuk 

memperkirakan pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu. Penganggaran digunakan 

sebagai alat untuk mengarahkan kegiatan operasional perusahaan agar berjalan sesuai rencana 

dan efisien dalam penggunaan sumber daya. 

2. Akumulasi dan analisis biaya (cost accounting) juga merupakan bagian penting dari akuntansi 

manajemen. Komponen ini berfungsi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, serta 

menganalisis biaya-biaya yang timbul dalam proses produksi dan operasional. Informasi biaya 

tersebut digunakan untuk menentukan harga jual produk, menilai efisiensi kegiatan, dan 

mengendalikan pengeluaran agar tetap sesuai dengan anggaran. 

3. Pengendalian manajemen (management control), yang bertujuan memastikan bahwa seluruh 

aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana strategis. Melalui pengendalian ini, manajer 

dapat mendeteksi adanya penyimpangan, kemudian mengambil tindakan korektif yang 

diperlukan. Selanjutnya, pengukuran dan evaluasi kinerja (performance measurement) 

dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi unit kerja, proyek, maupun individu dalam 



 
 
 
 

E-ISSN : 00000- 00000  P-ISSN: 00000- 00000          PT AN Consulting: 

Volume 01, No. 05, Okt-Nov 2025, pp. 0187-0196 Journal ANC  

 

194 

 

mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk memberikan penghargaan, 

promosi, atau perbaikan sistem kerja di masa depan. 

4. Pengambilan keputusan (decision making), yaitu penggunaan informasi akuntansi untuk 

memilih alternatif terbaik dalam kegiatan bisnis. Melalui analisis seperti biaya-volume-laba 

(CVP), keputusan make or buy, dan analisis investasi, manajemen dapat menentukan strategi 

yang paling menguntungkan bagi perusahaan 

5. Terakhir Sistem informasi akuntansi manajemen (management accounting information system) 

berperan dalam mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi keuangan maupun non-

keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal perusahaan. Sistem ini membantu menyediakan 

data yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi manajer untuk mendukung pengambilan 

keputusan yang efektif. 

 

      Akuntansi manajemen mencakup berbagai aktivitas yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian. pelaksanaan, serta pengendalian terhadap sumber daya yang dimiliki suatu organisasi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks instansi pemerintah, ruang lingkup 

manajemen tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan, tetapi juga 

mencakup bagaimana kebijakan, program, dan kegiatan publik dijalankan secara efektif dan efisien.  

Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda dalam 

mendukung proses manajerial. Akuntansi keuangan berorientasi pada penyusunan laporan keuangan 

yang digunakan oleh pihak eksternal dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. 

Sedangkan akuntansi manajemen, berfokus pada penyediaan informasi keuangan dan nonkeuangan bagi 

pihak internal untuk membantu proses pengambilan keputusan, perencanaan serta pengendalian kegiatan 

operasional (Sa’ et al., 2019). Dengan demikian, akuntansi manajemen bersifat lebih fleksibel dan 

strategis, karena menyesuaikan kebutuhan informasi yang relevan bagi pimpinan instansi dalam 

meningkatkan kinerja 

Tujuan utama akuntansi manajemen adalah memberikan informasi kepada pihak internal 

perusahaan, khususnya manajemen, agar dapat digunakan sebagai dasar dalam menjalankan fungsi-

fungsi manajerial serta menjadi acuan dalam proses pengambilan keputusan yang tepat (Irnawati et al., 

2021). Fungsi utama akuntansi manajemen diantaranya: 

1. Manajer Keuangan.Akuntansi manajemen berperan penting dalam menyediakan data yang 

berkaitan dengan kegiatan keuangan perusahaan. Informasi ini mencakup kebutuhan modal 

kerja, perhitungan biaya modal (cost of fund), tingkat pengembalian investasi dan modal, serta 

analisis rasio keuangan. Semua informasi tersebut membantu manajer keuangan dalam 

mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dana dan efisiensi keuangan 

perusahaan. 

2. Manajer Produksi, dalam bidang produksi, akuntansi manajemen berfungsi untuk menyajikan 

data rinci terkait biaya produksi atau harga pokok penjualan (HPP). Informasi yang dihasilkan 

meliputi total biaya produksi, biaya per unit, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead 

pabrik. Data tersebut menjadi dasar bagi manajer produksi untuk melakukan pengendalian 

biaya, meningkatkan efisiensi proses, serta menekan pemborosan dalam kegiatan operasional. 

3. Manajer Pemasaran, untuk bagian pemasaran, akuntansi manajemen memberikan informasi 

mengenai komponen biaya yang mempengaruhi strategi penetapan harga produk, metode 

penjualan (tunai atau kredit), biaya promosi, komisi penjualan, serta pemberian diskon. 

Informasi ini digunakan oleh manajer pemasaran dalam menyusun strategi peningkatan 

penjualan dan menentukan kebijakan harga yang kompetitif.  

4. Pimpinan atau Top Manajemen, bagi pimpinan perusahaan, akuntansi manajemen berfungsi 

sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan strategis. Data yang dihasilkan 

digunakan untuk penyusunan anggaran, perencanaan investasi, perluasan usaha, hingga 

diversifikasi produk. Dengan adanya informasi akuntansi manajemen, pimpinan dapat 

menetapkan arah kebijakan dan strategi perusahaan secara lebih tepat dan terukur. 

 

Laporan keuangan koperasi adalah bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama 

satu periode akuntansi, yang bisa digunakan untuk mengevaluasi hasil kerja dalam mengelola koperasi, 

menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah Republik Indonesia Nomor 

12/Per/M.KUKM/1X/2015. Laporan  keuangan koperasi adalah bagian dari tanggungjawab manajemen. 

Laporan ini dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kinerja pengelolaan koperasi, laporan ini 
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ditunjukan pihak internal maupun  eksternal (Priska Toyo et al., 2024). Menurut Tunggal (1996), kinerja 

keuangan merupakan hasil atau nilai tambah yang diperoleh, yang dapat diukur dengan membandingkan 

antara realisasi pelaksanaan dengan standar atau pelaksanaan yang seharusnya dicapai sesuai kondisi 

yang berlaku. Melalui perbandingan tersebut, dapat diketahui perbedaan antara pelaksanaan aktual 

dengan yang diharapkan, bahkan dapat dianalisis secara kualitatif apabila memungkinkan (Liow, 2023). 

Lebih lanjut, akuntansi manajemen memiliki hubungan erat dengan sistem akuntabilitas instansi 

pemerintah. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi manajemen menjadi dasar dalam penyusunan 

laporan akuntabilitas kinerja, seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Melalui sistem ini, instansi bisa menunjukkan sejauh mana sumber daya publik digunakan secara efektif, 

efisien dan sesuai dengan prinsip transparansi. Dengan demikian, akuntansi manajemen tidak hanya 

berperan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam 

membangun kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan. 

Akuntansi manajemen bisa menjadi alat yang baik untuk membuat keputusan lebih baik dan 

meningkatkan efisiensi, menurut Zhang (2022). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik 

akuntansi manajemen modern bisa memengaruhi performa organisasi, meskipun dalam penelitian ini, 

pengaruh jarak kekuasaan tidak terlalu signifikan. Meski demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa 

penggunaan akuntansi manajemen membantu pengambilan keputusan yang lebih strategis di kalangan 

usaha kecil menengah. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa sistem anggaran, sistem penilaian 

kinerja, dan akuntansi manajemen strategis memiliki dampak positif terhadap kinerja perusahaan 

UMKM. Selain itu, penelitian tersebut juga memperkuat pentingnya praktik akuntansi manajemen dalam 

meningkatkan kinerja finansial maupun non-finansial UMKM, seperti yang ditulis oleh Kholidah et al., 

2025. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai ‘’Penerapan 

Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok’’, 

dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi manajemen di instansi tersebut sudah berjalan dengan 

baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja keuangan namun belum sepenuhnya optimal. Hal 

ini terlihat dari hasil analisis laporan keuangan tahun 2024, dimana realisasi belanja mencapai 92.72% 

dari anggaran yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya efisiensi dalam 

penggunaan  anggaran dan pengendalian biaya yang cukup baik.  

Penerapan akuntansi manajemen juga berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas 

pelaksanaan program, sebagaimana tergambar dalam capaian kinerja instansi yang mendekati target 

penuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan berbasis kinerja dan pengendalian anggaran yang 

diterapkan telah berjalan secara baik, sehingga anggaran tidak hanya digunakan secara efisien, tetapi juga 

mampu mendukung keberhasilan program prioritas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

akuntansi manajemen memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola keuangan yang efisien, 

transparan, dan berorientasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Meskipun masih terdapat 

beberapa hambatan dalam pengawasan aset dan penyempurnaan administrasi keuangan, secara 

keseluruhan penerapan akuntansi manajemen telah memberikan dasar yang kuat bagi peningkatan 

akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah di masa mendatang. 

Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa penerapan akuntansi manajemen yang 

baik dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah daerah lainnya dalam mengelola keuangan secara 

lebih efisien dan transparan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan 

untuk terus memperkuat kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan berbasis prinsip akuntansi 

manajemen, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan. 
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